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BERITA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

PERATURAN BUPATI KABUPATEN TAPANULI TENGAH

NOMOR 28 TAHUN 2017

T E N T A N G

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSIKELURAHAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Bupati
Tapanuli Tengah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tapanuli Tengah,
dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian
Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan Kabupaten Tapanuli

Tengah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956, tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 262, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494) ;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraaan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tapanuli Tengah Tahun 2016 Nomor 10);
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13. Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 24
Tahun 2016 tentang Pembentukan Kecamatan dan
Kelurahan Kabupaten Tapanuli Tengah (Berita Daerah
Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2016 Nomor 24).

M E M U T U S K A N

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN
FUNGSI KELURAHAN KABUPATEN TAPANUUTENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1 . Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah;
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah Otonom;
Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah;
Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli
Tengah;
Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh
Camat;
Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala
Lurah;
Camat adalah Camat se-Kabupaten Tapanuli Tengah;
Lurah adalah Lurah se-Kabupaten Tapanuli Tengah;

10. Sekretaris Kecamatan adalah sekretaris camat pada Kecamatan Kabupaten
Tapanuli Tengah;

11. Sekretaris Kelurahan adalah sekretaris lurah pada Kelurahan Kabupaten
Tapanuli Tengah;

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.



4

13. Aparatur Sipil Negara/ Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat ASN/ PNS
adalah ASN/PNS Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;

14. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab,
dan wewenang dan hak seorang ASN/PNS dalam suatu Organisasi Negara;

15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

BAB II
ORGANISASI KANTOR KELURAHAN

Bagian Kesatu
KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELURAHAN

'w
Pasal 2

Kelurahan adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Lurah yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui
Sekretaris Kecamatan;
Kelurahan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam
penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, pembangunan dan pembinaan
kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kelurahan;
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kelurahan,
mempunyai fungsi;
a. melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari

pemerintah kecamatan;
b. pelayanan penyelenggaraan pemerintalian kelurahan;
c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
d. memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
e. memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
f. memberikan bantuan dan pelayanan umum kepada masyarakat;
g. melaksanakan :ugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas

dan fungsinya

(1)

(2)

(3)

Bagian Kedua
SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN

Pasal 3
Secara hirarki Kelurahan terdiri dari Lurah, Sekretaris Kelurahan, Kepala
Seksi dan dibantu oleh kelompok Jabatan Fungsional:

( 1 )
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(2) Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari;
a. Lurah;
b. Sekretaris Lurah:
c. Seksi Pemerintahan;
d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
e. Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELURAHAN

Bagian Kesatu
Lurah

Pasal 4
Lurah mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam penyelenggaraan
pemerintahan kelurahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan
kemasyarakatan dalam wilayah kelurahan;
Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Lurah mempunyai tugas;
a. memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan kantor kelurahan;
b. merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagai dasar

pelaksanaan tugas pada kantor kelurahan;
c. menetapkan pogram keija kelurahan sesuai dengan rencana strategis

pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;
d. menyelenggarakan tugas-tugas pemehntahan umum dan pembinaan

keagrariaan;
e. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
f. melakukan pemberdayaan masyarakat;
g. melaksanakan pelayanan masyarakat;
h. memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
i. memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
j. melaksanakan pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan

perekonomian, produksi dan distribusi serta pembinaan sosial;
k. pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah kelurahan;
l. merumuskan kebijakan dan solusi pemecahan terhadap masalah-masalah

pelaksanaan tugas kantor kelurahan;

(1)

(2)
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m. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat sehubungan dengan
kebijakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan kelurahan;

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas
dan fungsinya;

o. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Kedua

Sekretaris Kelurahan

Pasal 5
Sekretaris Kelurahan adalah unsur Staf yang dipimpin oleh seorang
Sekretaris Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Lurah;

Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam memberikan
pelayanan teknis administratif kepada seluruh sa.tuan organisasi dalam
lingkungan Kantor Lurah;
Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Sekretaris Kelurahan, menyelenggarakan fungsi;
a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, petunjuk

pelaksanaan dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang
berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Sekretaris Kelurahan;

b. merumuskan langkah- langkali keija/kegiatan sekretaris kelurahan sesuai
dengan rencana keija yang ditetapkan;

c. mengkoordinasikan penyusunan pogram keija kelurahan;
d. menghimpun dan menganalisa data administrasi dalam berbagai bentuk

dan keperluann3ra;
e. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sekretaris kelurahan dengan

seksi-seksi lainnya;
f. melaksanakan urusan ketatausahaan dan ketatalaksaan di lingkungan

kantor lurah;
g. melaksanakan pengelolaan keuangan;
h. mengkoordinasikan penyusunan anggaran kantor lurah;
i. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap urusan

kepegawaian;
j. melaksanakan urusan examinasi terhadap surat-menyurat yang

dikeluarkan kantor kelurahan;

(1)

(2)

(3)
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k. melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap pelaksanaan tugas staf
sekretaris kelurahan;

l. meneruskan proses surat-menyurat kepada Lurah;
m. menghimpun dan menganalisa permasalahan pelaksanaan tugas serta

mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada Lurah;
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

Bagian Ketiga
Kepala Seksi Pemerintahan

Pasal 6
Kepala Seksi Pemerintahan adalah unsur teknis yang dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah;
Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam
melaksanakan tugas di bidang Pemerintahan Kelurahan;
Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Seksi Pemerintahan, menyelenggarakan fungsi;
a. menghimpun dan mempelajaii peraturan perundang-undangan, petunjuk

pelaksanaan dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang
berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan;

b. merumuskan langkah-langkah kerja/kegiatan seksi pemerintahan sesuai
dengan rencana kerja yang ditetapkan;

c. menghimpun dan menganalisa data administrasi dalam berbagai bentuk
dan keperluannya;

d. melaksanakan urusan pemerintahan umum dan pembinaan pelaksanaan
pemerintahan kelurahan;

e. mengelola administrasi kependudukan serta melaksanakan pembinaan
pengelolaan administrasi kependudukan kelurahan;

f. memonitoring dan mengarahkan pelaksanaan tugas pemerintahan
kelurahan;

g. melaksanakan pembinaan organisasi sosial politik termasuk pelaksanaan
pemilihan umum dan lembaga kemsyarakatan lainnya;

h. menganalisa hasil-hasil pelaksanaan tugas staf untuk banan peningkatan
kineija;

i. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi pemerintahan dengan seksi-
seksi lain dan dengan Sekretaris Kelurahan;

j. menghimpun dan menganalisa permasalahan pelaksanaan tugas serta
mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada Lurah;

k. melaksanakan tueas lain vana Hitwiiron T

(1 )

(2)

(3)
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Bagian Keempat
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Pasal 7
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban adalah unsur teknis yang dipimpin

oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Lurah;
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu

Lurah dalam melaksanakan tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban;
Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban, menyelenggarakan fungsi;
a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, petunjuk

pelaksanaan dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang
berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman dan
Ketertiban;

b. merumuskan langkah-langkah keija/kegiatan seksi ketentraman dan
ketertiban sesuai dengan rencana keija yang ditetapkan;

c. menghimpun dan menganalisa data administrasi dalam berbagai bentuk
dan keperluannya;

d. melaksanakan pembinaan terhadap perlindungan masyarakat;
e. melaksanakan monitoring dan pengendalian terhadap ketentraman dan

ketertiban umum:
f. melaksanakan monitoring dan pengendalian terhadap izin-izin usaha di

wilayah keija kelurahan;
g. menganalisa hasii-hasil pelaksanaan tugas staf untuk bahan peningkatan

kineija;
h. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi ketentraman dan ketertiban

dengan seksi-seksi lain dan Sekretaris Kelurahan;
i. meneruskan proses surat-menyurat kepada Lurah;
j. menghimpun dan menganalisa permasalahan pelaksanaan tugas serta

mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada Lurah;
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

(1)

(2)

(3)

VJ
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Bagian Kelima
Kepala Seksi Pembaugunan dan Kesejahteraan

Pasal 8
Kepala Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan adalah unsur teknis yang
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Lurah;
Kepala Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan mempunyai tugas membantu
Lurah dalam rnelaksanakan tugas di bidang Pembangunan dan
Kesejahteraan;
Untuk rnelaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan, menyelenggarakan fungsi;
a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, petunjuk

pelaksanaan dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang
berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Seksi Pembangunan
dan Kesejahteraan;

b. merumuskan langkah-iangkah keija/kegiatan seksi pembangunan dan
kesejahteraan sesuai dengan rencana keija yang ditetapkan;

c. menghimpun dan menganalisa data administrasi dalam berbagai bentuk
dan keperluannya;

d. rnelaksanakan pembinaan terhadap pembangunan sarana dan prasarana
dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat keluralian;

e. memberikan petunjuk tentang penyusunan rencana pembangunan
kelurahan;

f. menyiapkan bahan-bahan penyaluran bantuan pembangunan dari
pemerintah untuk pembangunan masyarakat kelurahan;

g. menyiapkan bahan penyusunan pogram pembinaan kelembagaan
masyarakat kelurahan;

h. menganalisa hasil-hasil pelaksanaan tugas staf untuk bahan peningkatan
kineija;

i. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi pembangunan dan
kesejahteraan dengan seksi-seksi lain dan Sekretaris Kelurahan;

j. meneruskan proses surat-menyurat kepada Lurah;
k. menghimpun dan menganalisa permasalahan pelaksanaan tugas serta

mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada Lurah;
l. rnelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

( 1)

(2)

(3)
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Bagian Keenam
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9
(1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

dan fungsi Kepala Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
(2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jumlah tenaga fungsional dalam

jenjang jabatan fungsional yang dalam beberapa kelompok bidang
keahliannya;

(3) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (2) dipimpin
oleh tenaga fungsional senior yang dihunjuk oleh Lurah;

(4) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
keija;

(5) Jenis jenjang jabatan fungsional dan pembinaan terhadap tenaga fungsional
diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 10
Dalam melaksanakan tugasnya Lurah, Sekretaris Lurah dan Kepala Seksi
wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di
dalam lingkungan kantor kelurahan maupun di luar organisasi kantor
kelurahan sesuai dengan tugas masing-masing.
Lurah, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-
masing serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkal dan
tepat pada waktunya.

( 1)

o
(2)

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun
2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kelurahan Kabupaten
Tapanuli Tengah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi
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Pasal 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 9 Maret 2017

Pj. BUPATI TAPANULI TENGAH

ttd

BUKIT TAMBUNANU
Diundangkan di Pandan
pada tanggal 10 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

HENDRI SUSANTO i/UMBANTOBING

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 28


